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LAMPIRAN

;Lampiran 1 Tabel Realisasi dan Target Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
o dan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2011 s.d. 2016
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o ﬁ}akHotei 3.295.999.400 3348011541 | 101,45 4500.000.000 4062680578 | 90,28
S| PjakRestoran 43279918850 45324573725 | 10472 54237912400 58706451527 | 10824
c ]
S| Bajak Hibucan 8.083.507.100 8510847387 | 10651 11.034.187.700 12749787.064 | 10595
= )
28 = PENDAPATAN DAERAH 2143872427118 2220351536.783,36 | 103,57 1.665.100.361.841,00 2683.601.254.943,00 | 100,70
Bixs
S
=
3 REALISASI PAJAK HOTEL RESTORAN HIBURAN T.A. 2011 5.D 2016
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& TARGET T.A 2013 REALISASIT.A 2013 % TARGETT.A 2014 REALISASI T.A 2014 %
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TARGET TA 2015 REALISASI T.A 2015 % TARGETTA 2016 REALISASITA 2016 %
1 1 15 16 17 18 19
PENDAPATA_?ASLIDAERAH 1384.230968547,00 |  1504510.66696823 | 108,69 1686.660.486524,00 |  1.595.714.960.272,9 9,61
Hasilpajakﬁh 1.006.583.747.200 1030224055885 10235 1.240.204.065.300 1135200599150, 9153
Pajak Hate! 13.274.996.500,00 1595389528600 12018 23.228.964.300,00 2056218270900 | 10574
Pajak Re&ifan 160555315.30000] 1622637412700 11115 198.239.340.300,00 1985739640500 | 100,14
Pajak Hibugan 26.531559.300,00 2926330787200 11022 39.150.782.700,00 3991538194400 | 10195
[= ] PENDAPATAN DAERAH 3.976356.352496,00 |  3.956.308.126.353,23 99,50 4290326.129.657,00 |  4.213.639.966.189,96 9821
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PEMERINTAH KOTA BEKASI

3ADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Ir. H. Juanda No.100 Telp. : (021) 88397963, 88397964
BEKASI

SURAT KETERANGAN
Nomor : 800/ &¢ ISET

a tangan di bawah ini :
: Dra. EC. SUMINAH, MM
: 19661218 199803 2 001
ongan : Penata Tk.1/ 11l d
- Kasubag. Umum dan Kepegawaian

bahwa :

: DICHA GIOVANO
31130386

ai melaksanakan riset di Bidang Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan
B Bekasi terhitung mulai 5 September 2017 s/d 15 September 2017.

Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

Dikeluarkan di Bekasi
pada tanggal ¢ September 2017
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PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,

. bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 1998
tentang Pajak Hiburan dipandang perlu diganti dan
disesuaikan dengan kondisi saat ini;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak
Hiburan.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
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KOTA BEKASI
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Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3289);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

va

T3z

NOMOR: : 8 2011 SERI : B
Fo=f=—

= ;% = A PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

22 3 NOMOR 08 TAHUN 2011

s c 5 TENTANG

558 3 PAJAK RESTORAN

T 5 C

238 8 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

§ c o WALIKOTA BEKASI,

% ; Menfmbang . bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 28
gié - Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
23 maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2001
g 3 tentang Pajak Restoran  dipandang perlu diganti dan
=3 disesuaikan dengan kondisi saat ini;

%% . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
S 2 pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
=5 Pajak Restoran.

5 3

E 5 Mengingat . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi
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Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
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9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844) ;

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

11.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043);

12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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Memperhatikan

16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

19.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 6 Seri D).

: 1. Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 10/174.2/DPRD/2010

tentang Persetujuan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah
menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi;

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.172-

Hukham/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bekasi tentang Pajak Restoran.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Menrgetapkan

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Buepun-buepunIBdibunicdeity sely

N

©

9.

Daerah adalah Kota Bekasi.

Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur
pényelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Bekasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pajak Restoran.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi
Pérseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
ddlam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
ofganisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan mengelola keuangan dan
/atau kekayaan daerah.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Bekasi.

10.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bekasi yang memuat ketentuan Pidana.

11.RPembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai

iMibalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada
pemilik restoran.

12.Rajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Raerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

13.Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan

yang disediakan oleh restoran.

14.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar dan
sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
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15.Pengusaha restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan
usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak
|ain yang menjadi tanggungannya.

—16.Sgrat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah
sdrat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau
peémbayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kéwajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

T berlaku.

17.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti

= pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan

o formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat

S pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

18.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB,

— adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,

= jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya

2 sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

]'§.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya

5 disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan

© atas jumlah pajak yang ditetapkan.

20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKPDLB, adalah surat
kétetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
sdrat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

22.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

23.Juru Sita Pajak adalah pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan, dan
rmenguasai barang atau harta wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi
utang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

24.Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah Kantor Pelayanan Piutang
dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi daerah.

25.Surat  Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
Késalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
Ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
yahg terdapat dalam, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Kétetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah,
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

:Jaguwins ueyingaiuaw uep ueywniuedsuaw edue) 1ul sijn) eAJey yninjas neje ueibeqgas dinbusw buedeyiq



"OWMIg| uizi eduey

undede ynjuaq wejep 1ul sijn) eAdey ynanyas neie uelbeqas yeAueqladwaw uep ueywnuwnbusw buedeyiq ‘g

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

"yejesew niens ueneluly uep ynidy uesijnuad

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerw eAsey uesnnuad ‘uennauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbusd e

:Jaguwins ueyingaiuaw uep ueywnuedsuaw eduey 1ul sijn) eAdey ynanjas neje ueibeqgas dinbusw buede)iq °|

26.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kdrang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

27.Puatusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Sdrat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

28.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

2 mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,

S modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan

barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa

neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

30.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian

< tiadakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

31.Porporasi adalah tanda (plong) mesin porporasi yang tertera pada
bill/nota/dokumen penjualan.

32.Elektronic Cash Register yang selanjutnya disingkat ECR, adalah mesin pencatat
transaksi penjualan di restoran.

un-Buepun 168 punIq erd

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBIJEK PAJAK

Pasal 2
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di restoran.
Pasal 3

(1) #Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran,
termasuk didalamnya roti, bakery, donat, catering, jasa boga dan sejenisnya.

(2) SPelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi
pleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

(3) =Tidak termasuk Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
pelayanan penjualan makanan/minuman yang omzetnya tidak melebihi jumlah
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) /bulan.
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Pasal 4

(1) (Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli
- makanan dan/atau minuman dari restoran.

(2) Aajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

1q exdi1g yey

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau
\éng seharusnya diterima oleh restoran mencakup juga rumah makan, kafeteria,
kantif, depot/warung, bar, roti, bakery, donat, jasa boga/katering dan sejenisnya.

a Pasal 6
c
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

(1) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat restoran
berlokasi.

(2) Besarnya Pokok Pajak Restoran terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud Pasal 5.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

:Jaguwins ueyingaiuaw uep ueywniuedsuaw edue) 1ul sijn) eAJey yninjas neje ueibeqgas dinbusw buedeyiq

 Masa!Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender.
Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di restoran.
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Pasal 10
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada
Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
setelah berakhirnya masa pajak.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pada SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (5) dilampirkan bill/nota/dokumen
penjualan yang telah diporporasi oleh Pejabat.

Bill/nota/dokumen penjualan yang tidak diporporasi dikenakan sanksi berupa
denda sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang.

Penetapan sistem pemungutan pajak yang dibayar sendiri atau berdasarkan
penetapan Walikota atau Pejabat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD dan dokumen yang dipersamakan
dengan SPTPD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota
dapat menerbitkan :

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

€. SKPDN.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan :

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
terutang tidak atau kurang bayar, ditambah sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah
ditegur secara tertulis, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
terhitung sejak saat terutangnya pajak;
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c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan, dan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan apabila
ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi
administrasi sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢, diterbitkan apabila jumlah
pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak atau tidak
sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan
menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 %
{dua persen) sebulan.

Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

Bentuk, isi dan cara pengisian SKPDKB dan SKPDN ditetapkan oleh Walikota.
BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan
STPD.

Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 24 jam.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dilakukan dengan menggunakan SSPD.

10
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Pasal 13
Rembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), harus dilakukan
secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen)
sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata
¢ara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII
TATACARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat
jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang
terutang.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

11
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Pasal 16

(1) (Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
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waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan
surat paksa.

Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari
sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Walikota dapat menerbitkan STPD jika :

3. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat
salah tulis dan / atau salah hitung;

€. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrative
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15
{lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam

sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya,
setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah
Meldksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal
pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada

Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentak, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan
Pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota.

12
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BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat
(1) diberikan kepada Waijib Pajak yang ditimpa pailit atau bangkrut.

fata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

'EATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN

«Q
C
=]
o
o)
=)

«Q

(1)

(2)

(3)

Q)

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
Pasal 23

Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. membetulkan SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan
perundang-undangan perpajakan daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

¢. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPDKB, SKPDKBT
dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara
tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota, atau Pejabat selambat-lambatnya 30
{(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPTPD
dengan memberikan alasan yang jelas.

Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan
keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

13
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BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat atas
suatu :

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

¢. SKPDLB;

d. SKPDN.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Waijib
Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
¢2), diterima harus sudah memberikan keputusan.

Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan
keberatan dianggap dikabulkan.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
Pasal 25

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda
kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau

perrfibhonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian

atau= seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah

imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan.
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BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. nama dan alamat wajib pajak;

b. masa pajak;

€. besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. alasan yang jelas.

Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Walikota
atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam waktu paling lama satu bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama
2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan
cara@memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti
pembayaran.
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(3)

(1)

BAB XIII
KADALUARSA

Pasal 29

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak
kecuali apabila wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah.

Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak
langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut.

Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan Utang Secara Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 30

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana pada ayat (1).

Jata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan
Peraturan Walikota.

BAB XIV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 31

Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan.
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(1)

(2)

Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan
atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 32

Walikota atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Wajib Pajak yang diperiksa, wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek
pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan  memberikan  bantuan guna  kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

¢. memberikan keterangan yang diperlukan.

Dalam rangka menguiji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah,
maka Pemerintah Daerah dapat memberlakukan ECR (Electronic Cash Register)
yaitu mesin pencatat transaksi di restoran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan ECR diatur dengan
Peraturan Walikota.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 33

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;

17
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(3)

(1)

(2)

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;

€. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
daerah dan retribusi;

k. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang

dapat dipertanggungjawabkan.

pogu

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum,
$esuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan
daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.
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(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan
penerimaan negara.
Pasal 35
%Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak dapat dituntut setelah
2 melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau

@ berakhirnya masa pajak.

§ T Pasal 36

§§t|ap orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran yang tidak
@rﬁelakukan atau menolak dilakukan pendaftaran sebagai wajib pajak dapat dipidana
@ dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
> Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

g 5 Pasal 37

g‘ﬁajlb pajak yang tidak melakukan pembukuan atau pencatatan sebagaimana

xcgmaksud dalam Pasal 30 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama
%(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pasal 38

Wajib=pajak yang menolak untuk diperiksa atau melanggar ketentuan Pasal 31 ayat
o (2) dan/atau tidak membantu kegiatan pemeriksaan terhadapnya dapat dipidana

uey 1ul sin) eAue

Rp.56:000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 39

(1) SInstansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas
tasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) “Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

:1aguwins ueyingaiuaw Uep ueywnNIUBIUS

~
w
~

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Padavsaat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak Restoran yang masih terutang
dapat:ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
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BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 42

dig veH

I%da saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran , dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

- Pasal 43

rattiran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

&-6uiun

' ar;Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ifii dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

bum

Ditetapkan di  Bekasi
g pada tanggal 23 Maret 2011

= WALIKOTA BEKASI
Ttd/Cap
H. MOCHTAR MOHAMAD
Diundangkan di Bekasi

padé&tanggal 23 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueywniueduaw edue) 1ul siny eAJey yninias neje ueibeqgas diynbusw Buedeyiq *|

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 8 SERI B
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4.

10.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang
Retribusi ljin Penyelenggaraan dan Usaha Kepariwisataan di
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pillhan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 6 Seri D).
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Memperhatian : 1. Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 10/174.2/DPRD/2010
tentang Persetujuan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah
& menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi;

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.171-
- Hukham/2011 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bekasi tentang Pajak Hiburan.

Dengan Persetujuan Bersama
»DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
5 dan
WALIKOTA BEKASI
MEMUTUSKAN :

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN

—
QD

o
oy
QD
>

BAB 1
- KETENTUAN UMUM

Pasal 1

D@I@n Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. sDaerah adalah Kota Bekasi.
2~< %Pemerlntah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur
= goenyelenggara pemerintahan daerah.
35 Walikota adalah Walikota Bekasi.
4@ QSatuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki
gkewenangan mengelola keuangan dan /atau kekayaan daerah.
5C iPejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah
3 uSGSU&I dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
66 Kantaf-Kas Daerah adalah Kantor Kas Kota Bekasi.
75 EBadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
S yang' melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara
(BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk
apap@n, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
orgartisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. PajakPHiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

S]

5nAua
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9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian
yang dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

10. Penyelenggaraan hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan

~hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain

glang menjadi tanggungannya.

jlﬁg gPenonton atau pengunjung adalah setlap orang yang menghadiri suatu hlburan untuk
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iﬂd@dlakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan
ﬁ)eiugas yang mengadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

gT%lda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan bentuk
capapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati
<hiburan.

m%tﬁat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat
syang coleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau
?Dp%nbayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
§<@vajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
§L§tat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
@@nbayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
‘éfo%mulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat
zpembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB,
sadalalrsurat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
tkredit=pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
%\dministratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
gSurat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
“SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
~ -pajak yang ditetapkan.
1%. ii]uru Sita Pajak adalah pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan, dan
= Ymenguasai barang atau harta wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi
5 -utang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. KantgF Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah kantor pelayanan piutang dan
delang’negara yang wilayah kerjanya meliputi daerah.
“Surat=Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan
Etulis, Kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
Uzdalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayary atau, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.
20. Surat=Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat
Ketet@pan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar} atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh Wajib Pajak.
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21. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keput@san Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

22. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
® 9mengumpu|kan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,

gpenghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau
asa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan

gaga ragi untuk priode Tahun Pajak tersebut.

éTgnerlksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

terangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

d asarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

ajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

entlian peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

enyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan

Wa@:g dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

“bukti ftu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi

Serta menemukan tersangkanya.

‘iPcﬂ‘poraS| adalah tanda (plong) mesin porporasi yang tertera pada bill/nota/dokumen

- Spenjualan.

“FElektrénic Cash Register, yang selanjutnya disingkat ECR, adalah mesin pencatat

gtransak3|

urat ;Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,

dalahsurat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena

jumlal®.kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak

erutapg.

urat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat

etetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan

umlah~ kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

urat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk

elakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau

endag

antizpijat modern atau disebut Mandi Uap / Sauna / Spa adalah suatu usaha yang

enyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap, wirpool, lulur serta fasilitas

ainnya yang lebih bertujuan untuk kecantikan atau kebugaran.

antisPijat Tradisional/Panti Pijat Tuna Netra adalah suatu usaha yang menyediakan

empat dan fasilitas untuk pijat tuna netra / tradisional sesuai dengan norma susila

‘yangwberlaku sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan

pelayanan jasa makanan dan minuman.

fods
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BAB 11

PERIZINAN
- - Pasal 2
O
fgSetlap penyelenggaraan hiburan dalam wilayah Daerah harus mendapat izin tertulis
;‘édarl Walikota.
%Jragtuk’memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara hiburan
“@jefgus mengajukan permohonan kepada Walikota dengan mengisi formulir yang telah
Tgd@edlakan
o 9
%Izz sébagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada

in
ifak fain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota.

c
&syaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan hiburan
@tapkan dengan Peraturan Walikota.

e

Pasal 3

® DHuepun-

mahonan penyelenggaraan hiburan harus diajukan selambat lambatnya 14 (empat
as) hari kerja sebelum tanggal dimulai atau diselenggarakan suatu hiburan.

~~

ermohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditolak oleh Walikota
pabila :

permohonan atau kuasanya masih menunggak pajak dan pungutan lainnya
befdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

pefmohonan izin diajukan terlambat dari jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1);

permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

&p ueyniuegyaw gduey \U\éJ ng ehuey qn& g ne%u

Pasal 4

maAuaLu u

~

zin penyelenggaraan hiburan hanya diberikan kepada pengusaha hiburan atau
egiatan pada suatu lokasi atau suatu tempat tertentu.

o

1zin penyelenggaraan hiburan berlaku selama usahanya masih berjalan.

wns u

9]

3

“Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian setiap tahun izin penyelenggaraan
hiburan harus didaftar ulang.

(4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menghentikan penyelenggaraan
hiburah yang sedang berlangsung apabila :
a. pényelenggaraan tempat hiburan tidak memiliki izin dari Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk;
b. pényelenggaraan tempat hiburan tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan atau
megtakukan perluasan usaha tanpa izin;
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- c. penyelenggara tempat hiburan tidak memenuhi kewajiban perpajakan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
d. pefnyelenggara tempat hiburan tidak atau kurang membayar pajak hiburan yang
— terfitang yang dikeluarkan.

1a

oy

SIzin penyelenggaraan hiburan dapat dicabut oleh Walikota atau Pejabat yang
berwenang, dalam hal :
-a.-pemegang izin melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan izin yang

)
%ié =diberikan;
;g gbgpemegang izin tidak memenuhi persyaratan lagi sebagaimana yang ditentukan
528 “édalam persyaratan ini.
%(é greixhadap penyelenggara hiburan yang tidak memiliki izin dari Walikota atau Pejabat
5 § oyang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, pajaknya
o S ;-’d@tapkan secara jabatan ditambah dengan tambahan 100% (seratus persen) dari
23 gugﬂah Pajak Terutang, dan penyelenggraan tempat hiburan dapat dihentikan.
352¢ 3
5% 2 g Pasal 5
%é iSélappenyelenggaraan hiburan harus menggunakan tanda masuk.
(2@ “Walikdta menetapkan jenis-jenis hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk.
(Cg)' ?entu[{, isi dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
§ itetapkan oleh Walikota.
o 2 Pasal 6
53
(§ @Vahkota berwenang menetapkan penggolongan jenis hiburan.
(é ?ersyaratan dan tata cara penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
=~ Jditetapkan oleh Walikota.
2 % " Pasal 7
(é gNalik()ta berwenang menetapkan harga tanda masuk (HTM) untuk masing-masing
- Jenis fburan.

“Tata @ara penghitungan dan besarnya HTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Walikota.

8

Pasal 8

(1) Setiap penyelenggara hiburan untuk jenis hiburan bioskop diwajibkan melakukan
Pembayaran Pajak Dimuka (PDM) sedangkan untuk hiburan insidentil diwajibkan
membBayar uang jaminan pajak hiburan.
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(2)
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(©)

Kewajiban membayar uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru
_dapat-dilakukan apabila izin penyelenggara hiburan telah dikeluarkan oleh Walikota
dé\tau Rejabat yang ditunjuk.

ata cara pembayaran dan pengembalian uang jaminan ditetapkan oleh Walikota.

BAB 111
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Bounig eadiy ey

yelenggara hiburan berkewajiban:

emasang pengumuman di tempat pembayaran tanda masuk yang memuat
aftar HTM untuk setiap kelas;

enjual tanda masuk secara berurutan dimulai dari nomor urut kecil, kecuali
tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;

merobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau
peagunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi;

. menyimpan bagian tanda masuk yang merupakan tanda pemeriksaan selama 14
(empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan;

membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Dinas
Pendapatan Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan.

39-3

buepun-blepun 16u

enyelenggara hiburan dilarang :

mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan tanda masuk
yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

. mengalihkan atau menyerahkan dalam bentuk apapun izin penyelenggaraan
hiburan kepada orang atau badan lain tanpa persetujuan Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk;

memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari
tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;

metakukan perubahan tanda masuk yang telah disahkan menurut ketentuan
Pératuran Daerah ini tanpa izin Walikota atau Pejabat;

memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau
pengunjung;

memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang telah
ditetapkan;

g. memberikan tanda masuk bebas tanpa izin Walikota atau Pejabat.

Lpquigs uexggahugiu uep UByINIYEOUgW edu%_\m SO e/(J?)x ynJpgyas neje u6|ﬁeqas dinnbusw bueye)l

Penyélenggara hiburan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang terjadi di
tempat hiburan yang bersangkutan.
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BAB IV
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

= Pasal 10

a’l

engan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

- Pasal 11

ek Pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

uran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

—
@]
a
—
o
=]
QD
=
=h
3

efgelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;

kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;

ameran;

isKotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;

irkus, akrobat dan sulap;

efmainan Bilyar, golf dan bolling;

aCuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;

pant| pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness center); dan
pertandingan olahraga.

g:o_'oz—'o

eél%qmn}gs&ma ugﬁgga&dun%iew bue
T ©
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Pasal 12

%edum IuLS] .

ubjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
ajibfPajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
BAB V
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

— Pasal 13

akuaw uep ue>1um1u§3ua

cDasarzPengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya

mlterlma oleh penyelenggara hiburan.

]

%Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dermasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa

“hiburan.

Pasal 14

Besarnya Farif Pajak untuk setiap hiburan adalah :

a.

b.

tontonan film;

1. HTM,mulai dari Rp. 35.000,- keatas ditetapkan sebesar 15 %;
2. HTMEdi bawah Rp. 35.000,- ditetapkan sebesar 11 %;
pergelaran kesenian, tari dan sejenisnya ditetapkan 5%;
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- “c. pagelaran musik dan busana 10%;
d. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya ditetapkan 10%o;
e. pamerdn/ditetapkan 10%;
f. diskotiky klab malam dan sejenisnya ditetapkan 40%;
® karaoke ditetapkan 25%
rkus, @krobat dan sulap ditetapkan 10%;
rmaitan Bilyar ditetapkan 10%;
IEEdan sejenisnya ditetapkan 25%;
ling ditetapkan 15%;
éman kuda, kendaraan bermotor meliputi: ATV, Road Race, permainan ketangkasan
etnputl gelanggang permainan anak, outbond dan sejenisnya ditetapkan 10%;
rgl pijat modern 25%;
arﬁl pijat tradisional dan refleksi 10%;
a&dl gap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) dan sejenisnya ditetapkan 25%;
r%andmgan olahraga ditetapkan 10%.

u@ie
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g BAB VI
~  WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

"yejesew n
buepun-bue

Pasal 15

ajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

~

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

~~

11 eAsey uesinuad Nenibdiad ‘ueyipipuad ue

esamya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana
imaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam
asal 13

BAB VII
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG,
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 16
pajaik adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan takwim.

Pasal 17

R,
‘urnde) ueungﬁ/ﬁuad ‘yelw

terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.
7 Pasal 18
(1) SetiapsWajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

e 11
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ii(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Walikota
atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
berakhlrnya masa pajak.

~~

‘yejesew niens uengful) uep yiyluy uesynuad

‘uesode) ueunsnkuad ‘yeiw)i efiexiesnnuad ‘ueume@ ‘ueyipipuad uebunuadaxDiniun e@ey uedFhbuay @

SN eAJey ynamas n I6egas diinfusuw) fue
Uy 'Y ‘o

~

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

~~

o

@Hég

e=1)

buepun-Buepun Eu@)w |

119qUINS UBYINGaAUaW Uep yByunIuggu

cWajlb Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan
enggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

ada sSPTPD sebagaimana dimaksud ayat (5), dilampirkan bill/nota/dokumen

jualan yang telah diporporasi oleh Pejabat.

/nota/dokumen penjualan yang tidak diporporasi dikenakan sanksi berupa denda
besat 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang.

—+

uk, isi dan tata cara pengisian SPTPD dan dokumen yang dipersamakan dengan
D diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

O

BAB VIII
PENETAPAN

Pasal 19

Dalampjangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat
gmenerbltkan

SKRDKBT;

KPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan :

apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang bayar, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
urtuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
tefutangnya pajak;

. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah

ditegur secara tertulis, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
urtuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat
terutangnya pajak;

apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
segara jabatan, dan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25%
(dga puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa
buriga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak.
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ii(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan apabila

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa
“kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

110 5

KPDN- sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak
ang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang

@e

- —dan tidak ada kredit pajak.
EA@DH& kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
Tujlsaif)agalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak atau tidak sepenuhnya

anar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan
D ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

(gﬁun:@

)ambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak

‘yejesew nyens.yeneful) uep 3y uesinuad

~~~
‘uesode) Bunsnhuad Beiuwdeliey uesfBuad ‘uddiauad ‘ueyipipuad uebunu@ey ynun eAull uedinnbudy e

|§enakan pada Wajib Pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
@nerlksaan

g -

: BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

2 Pasal 20

P%um Ul sipny eAuey qn_ép]?i neje U@)ﬁ%ﬂa

embayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh
alikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

%‘%Ma%

(2 Keterlambatan atas pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%
ua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan dengan
“menerbitkan STPD.
( %TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Walikota.
3
(4) “Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan

ajak‘harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu
ang ditentukan oleh Walikota.

~

embayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan
engan menggunakan SSPD.

tlaguins uegj:m%?/(

Pasal 21
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Waliketa dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur
pajak=terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan.
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-“(3) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi
persydratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari
jumlah*pajak yang belum atau kurang dibayar.

( %pablla jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu

Jsebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain
angsejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

O o C

g$g4§ ;)iP rsyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
a § étg pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
3 5 § S Zayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

83x338 %

Sazo =2 Pasal 22

£330 8

%g ?]9 %Sec_bl p~Apembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diberikan tanda
225 ;gOng i pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

X2 x5 5§

3% = ¢ §B§1tuk jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak
o x c p J
33 § = %seﬁagalmana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

£23-51

3883732 BAB X

- é:g § — TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

83§ 2% Pasal 23

gé (1@ Surat 7Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
© = dindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh
835 5°

=9 I tempa=pembayaran.

c e >

S 72} QDaIam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat
% o 50er|ngatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang
= 5 Zterutang.

= N =)

n Q O . . . . . .

5 (@ cSurat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
& 5 g)ada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

3 53

= ® & - Pasal 24

g T2 &

£ 1) o

i

€3] Apabi[ai pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam
sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan surat
perintah melaksanakan penyitaan.

e 14
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= Pasal 25

%G'L

allkota dapat menerbitkan STPD jika :

Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah
tulis dan/atau salah hitung;

Wajlb Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/denda.

lﬁ_ﬁ He

eydig yeH’

egas d|(1.;16ua

umlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagalmana maksud pada

g
@
~
P
—
=0
c
=
c
=
QD
o
)
=]
>0
c
=
c
—r
o
Q.
=
QD
3
o
QD
0
[®X
(9]
>
«Q
QD
5
w
QD
>
=
0,
]
o
=}
=3
%]
—+
by
QD
=3
=
o
(9]
=
c
e
QD
O
c
=]
«Q
QD
S
>

{(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat
“terutangnya pajak.

% g : Pasal 26

2{8 t%al;rf difakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya,
gs@e}ua% lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan
penyitaan,pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor
Lelang Negara

% é’ g Pasal 27
Sétg;ah Kaintor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan
Ieéfarxg, jurgssita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

gl § ( Pasal 28
B%ng.lk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak
D3 rah ditetapkan oleh Walikota.

o 3 —

33 @ BAB XI

g S — PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

2 0 A Pasal 29

- 3 C
(@ §Wallk0ta berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan,

o kerlnganan dan pembebasan pajak.

(2) Tata €ara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

= 15
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‘yejesegw niens ueneful) uep ¥y uesynuad
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S
Q
e
Q
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BAB XIl1
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
- SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

%ﬁuemmg I

%Ilkdta karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

.omémbetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya
gterdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan
opemundang-undangan Perpajakan Daerah;

.gmembatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

é mehgurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan
—kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena

-]

ckekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

?eimohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
cfatéu pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
fs@agalmana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib
EPaJak kepada Walikota atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
(gtanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SPTPD dengan memberikan alasan

anjas ne1e<.ye@_eqas d;],gpua

~~

Ilkota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
ebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.

YU du
5

~
%UEZ)

pabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
alikgta atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan,
mbatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
ministrasi dianggap dikabulkan.

~
ng

ata €ara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
engttangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
leh Walikota.

BAB XI11
KEBERATAN DAN BANDING

:lagqwins ue@n%?/{tﬁw ypRye

Pasal 31

(1) Wajib-Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat atas suatu:
a. SKRDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB;
d. SKRDN.



‘9MMIg| uizi edue)

undede ynjuaq wejep Ul siny eAJey yninyas neje uelbeqas yeAueqiadwawl uep ueywnunbuaw buede)iq ‘g

ii(Z) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila
“Wajib -Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
® *keadaan diluar kekuasaannya.

%em

alikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
gal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima
us sudah memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

idun%uag)p
@

o
Eabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
3 Walikota atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan
ggap dikabulkan.

2Q°
Bis

gajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda
ajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

(Bibun:

Pasal 32

ey yninigs ngje uaﬁ
pun- 6UB%J
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3

aaﬁgka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan dilampiri
vsallnan dari Surat Keputusan tersebut.

ul

gbengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
enunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

~~

Pasal 33

JuedUBW gd

Aéag:la pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau permohonan
banging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
k@eilhan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
(@a persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

8% ¢ BAB X1V
§ QC;) = PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
§ ‘é Pasal 34
(5] S"\Najlb Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
S pajak’kepada Walikota atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-
kurangnya :
a. nama dan alamat wajib pajak;
b. masa pajak;
c. béSarnya kekeliruan pembayaran pajak;
d. alasan yang jelas.



"OWMIg| uizi eduey

undede ynjuaq wejep Ul siny eAJey yninyas neje uelbeqas yeAueqiadwawl uep ueywnunbuaw buede)iq ‘g

-“(2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.

~~

cApablla jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Walikota atau
9Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
embayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu
alingdama 1 (satu) bulan.

%J%JQ

E,A@blla Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
@e@agalmana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi

R

edebih dahulu utang pajak dimaksud.

elRuel
Ug 1RIn
D @J P

\gefbalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2
) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
bihan Pajak (SPMKP).

d

A

xjgnmbgs
BU%

@blla pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2
d a) Sbulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat memberikan
n%angan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
eleblhan pajak.

‘yejeseWw niens ugneful) uep ¥4y uesijnuad

19uad ‘ueyipipu&Buebunuadd) ynun e@q uedinbuay é’,

m_e/{ e

Pasal 35

ila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya
aimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara
ndahbutikuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

duey ul SNl

Ben

a

B
o@uce

g

BAB XV
KADALUWARSA

Pasal 36

zi_nqa/(uaw uep ueywn)

ak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila
ajinzPajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

%eqwﬁs_ue

~~
‘uri¥de) ueunstifuad ‘yeiwi eAiey ues

(

Kadalgwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh
apablla

a. ditérbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak
laRgsung.

(3) Dalarmm hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat
Paksagtersebut.
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(4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah/M/ajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

engakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
at diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

sellal

J

o

dig yen?

Pasal 37

&

ang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
snagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

ue%eq% d!1n6uatg-689

%np@]

alikata menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
aluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

19s.0e
epdd)

‘yejeseuLniens ugneful) ugp iy uesnnuagd,
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= BAB XVI
- = PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
3 a Pasal 38

(1) 2Wajib Jpajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00
5 tiga xatus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau
& “pencatatan.
3

( §<rlteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau
. jpencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

3 Pasal 39

( §Nahkota atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
‘pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan
& —perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) ‘Wajib’Pajak yang diperiksa wajib :
a. mémperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek pajak yang
terutang;

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(on
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(3) Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, maka Pemerintah Daerah dapat
memberlakukan ECR pada wajib pajak tertentu.

~~

BMuade@wn eAuey uednnbuad -ef

etentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pemberlakuan ECR diatur
lengan Peraturan Walikota.

B_‘GxL

E BAB XVIlI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

uejbeqgas dipnbusw bue.
unig exdio yeH

nstargi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar
efncapalan kinerja tertentu.

el =1
un

)

emberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui
gatan Pendapatan dan Belanja Daerah.

gu

a icara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
t €l), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

@ad ue
ulbun

‘yglesew ni1ens uenelyn uep 311y uesiinuad
Jueousw eduey Ul sunbe/u_e'x Y

A BAB XVIII
= KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

ﬁ

ajibPajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
engan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
enar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1
satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

GUJABB_UQLU

ode) ueunsn/ﬁua@qew I efaey dBsnnuad ‘ueninauad ‘ueyip

g

ajibZPajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
didakZbenar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
%xsehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
Jama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
terutagig.

(¢]

3 ?Denda”sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

Pasal 42

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, tidak dituntut setelah melampaui
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa
Pajak.

= 20
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- Pasal 43

Setiap orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan yang tidak melakukan atau
menolak dilakukan pendaftaran sebagai wajib pajak dapat dipidana dengan pidana

=k klgbrumgan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima

-

‘oyM|g| Jelem buek uebunnuaday ueyibniaw yepiy uedipnbua

g)@?ltﬁh juta‘upiah).
§53 . 3
S Pasal 44
%@Jﬁ) %ajak yang tidak melakukan pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud
gdﬁla“in ?_Easal 38 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
gdj _aé)allng banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2 & g c & Pasal 45
; fe Jgn u%ajak yang menolak untuk diperiksa atau melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (2)
gd’@ngatgu tidak membantu kegiatan pemeriksaan terhadapnya dapat dipidana dengan
?;b@@a.%kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00
j(lzlﬁ@ pulutEjuta rupiah).

=5 3 BAB XIX

59 PENYIDIKAN

2 é Pasal 46

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
dvewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
;:Didang perpajakan daerah.

%Newenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
ba@dan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah tersebut;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dehRgan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

*Jaquins uemnoé/(
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—h

meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah;

. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

Tatau saksi;

menghentlkan penyidikan;

efakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

|dang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

11g edig
3

o

idik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
yidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai
an ketentuan yang diatur dala Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang
m Acara Pidana.

©<<
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BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

P%dgr saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak Hiburan yang masih terutang dapat
dgaﬁlh selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

33 BAB XXI

g 5 KETENTUAN PENUTUP

5 3

22 2 Pasal 48
Hél-ilal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

) % Pasal 49

Pada saat‘Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor
42 Tahunf998 tentang Pajak Hiburan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

= 22
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PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat
dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
dipandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel;

bahwa pajak daerah sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pajak Hotel.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinnsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
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Menetapkan

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintan di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4209);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintan Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179).

Dengan Persetujuan Bersama

= DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

I Pasal 1
lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kota Bekasi.

Eemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

@/alikota adalah Walikota Bekasi.

Q’ewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Eerwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pajak Hotel.

o

Eejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai
gtengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

gf)inas adalah dinas yang memiliki kewenangan mengelola pendapatan daerah.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Bekasi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap
Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bekasi yang memuat ketentuan Pidana.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah
seramgkaian tindakan yang di lakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka
nya.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berBlasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan_"digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh hotel.

Hotél adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya,
serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
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14.

Rumah Kos adalah penginapan yang memiliki skala jangka waktu tertentu yang

~_ memungut bayaran dan memenuhi kriteria Satu luasan/satu hamparan dengan

W)

:JaqUNIs ueyingdAuaw uep ue@niyueouaPedue) Ul §An) eAuey ynanjasshele ueibe@oes diznbustu buede)l

N
w

satuzkepemilikan, adanya fasilitas pendingin udara (AC), adanya fasilitas MCK di
dalam kamar dan/atau memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk
fasilitas lainnya.

Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai
imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada
pemilik hotel.

Q

Pengusaha hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha
gotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang
Menjadi tanggungannya.

gurat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau
LEembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
gewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang
digupakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang
terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota Bekasi.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telaly ditetapkan.

Surat: Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat yang menentukan pajak terutang sama besarnya dengan kredit, atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak Daerah atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
KetBtapan Pajak Daerah kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daérah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
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. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap

Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewgjiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

n 1Bunpunig eydiy yey

Bengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel.

e

©bjek Pajak Hotel adalah pelayanan hotel yang disediakan oleh hotel dengan
Eembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya
memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan
‘hibufan.

Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk jasa penginapan atau
fasilitas tinggal jangka pendek antara lain motel, losmen, gubuk pariwisata,
wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya termasuk
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Jasa-penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon ,
faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, tranportasi dan
fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Fasilitas olah raga dan hiburan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah fasilitas
yang disediakan oleh hotel hanya untuk tamu hotel bukan untuk umum.

Untok tamu hotel dan umum yang menggunakan fasilitas olahraga dan hiburan
atagr sarana lainnya dengan dipungut bayaran dikenakan pajak lainnya sesuai
derigan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

ak téfmasuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) :
. Jasam tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah;

Jasa.sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

Jasastempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

Jasastempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan
dan:panti sosial lainnya yang sejenis; dan

Jasarbiro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang
dapat dimanfaatkan oleh umum.
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Pasal 4
(@)} Sub@ Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran
e kepaga orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
g% Wa}@) Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
s ©
53 £ 3
S8 x = BAB 111
§ 5o Z DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
°2 2 3
S99 = @
a5 2 Pasal 5
T;?:Désé P§ngenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya
dibayar kepada hotel.
85 &
253 2 Pasal 6
T 5 C
%r@‘riféPajgk Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
33 3
= 3
. BAB IV
= WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Q
A
=3 Pasal 7
=

Paj@ Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.
=)

Besz%P.nya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak,
sebagaimana dimaksud Pasal 5.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

sig ymnsuy|

o

“Masa Paak adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender.

=)

Pasal 9

uj uep

Pajak Téfutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

uenj] JIM) exneuw
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Pasal 10
(1) Setiap, Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota
< atau~ Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah

|

berakhirnya masa pajak.
Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan
@enggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

o)

ada® SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilampirkan bill/nota/dokumen
enjualan yang telah diporporasi oleh Pejabat.

Bill/nota/dokumen penjualan yang tidak diporporasi dikenakan sanksi berupa
enda sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang.

]

lwe )il

P

(@)

netapan sistem pemungutan pajak yang dibayar sendiri atau berdasarkan
netapan Walikota atau Pejabat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

sesugi dengan peraturan perundang-undangan.
(e .

genwk, isi dan tata cara pengisian SPTPD dan dokumen yang dipersamakan
dengan SPTPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

U'%MJIEMB

BAB VI
- TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

Dalamn jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota
Bekasi dapat menerbitkan :

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDN.

SKPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
terutang tidak atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
terhitung sejak saat terutangnya pajak;

b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah
ditegur secara tertulis, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
tdua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
antuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak
Saat terutangnya pajak;

:1aquins uex¥gakuaw uep ueddinjuesusw eduey 1ur sy eAa} yninjes@ie uaeqges dnbus@buele
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c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara
jabatan, dan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa
bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPBKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila
ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penaimbahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi
gebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

SKPBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diterbitkan apabila jumlah
pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

%pabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya
gibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan
STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen)
‘Sebulan.

Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak: dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan
tindakan pemeriksaan.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPDKB dan SKPDN ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Perﬁbayaran Pajak dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan
STED.

§(2”§ Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil
= penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan
dengan menggunakan SSPD.
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Pasal 13

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Walikota dapat memberikan persetujuan pada Wajib Pajak untuk mengangsur
pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang
diteatukan.

T

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus
@ilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2%
{dua-persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

@/alikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk menunda
@embayaran pajak sampai pada batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan
§ari Jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

-]

Lgersyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
féyat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

= Pasal 14

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda
buktipembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh
tempo pembayaran.

Dalam jagka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang
terutang.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
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Pasal 16

(1) Apahila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat
lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat dua puluh satu hari sejak
tanggal dilakukan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejeqis.

g}/alikota dapat menerbitkan STPD jika :

a pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat

5

o salah tulis dan / atau salah hitung;
£. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.

gum'[ah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat2(1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrative berupa bunga
Eebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan
sejak saat terutangnya pajak.

-0 —
(@}

5= Pasal 17

§AE abila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam
;éségs udahZ tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan Surat
gPé;rlntah fmelaksanakan penyitaan.

c é Pasal 18

%@telah dilakukan penyitaan dan wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya,
%ﬁelah fewat sepuluh hari sejak tanggal pelaksaan Surat Perintah melaksanakan
EPenyltaan Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan pada
3_<§ntor Lelang Negara.

Pasal 19

%/{uad ye
emingadius

elahiantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan

elang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

ueun

?JSQLUD‘SU

‘uelode)

Pasal 20

Bentuk,genis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak
Daerahditetapkan dengan Peraturan Walikota.
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BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak.

Pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayats (1) antara lain diberikan kepada wajib pajak yang ditimpa pailit atau
bangkrut.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak

§ebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

, BAB X
TA EARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
7 PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI

Pasal 22

Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a.membetulkan SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan Perpajakan Daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda
dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau_ pengurangan sanksi adminisrasi atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib
Pajak kepada Walikota atau Pejabat selambat — lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT, atau SPTPD dengan memberikan alasan
yang. jelas.

Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak sejak surat permohonan
sebggaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan
kepatusan.

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota
ataw Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
dianggap dikabulkan.
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BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

T Pasal 23

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat
yang: ditunjuk atas suatu :

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

o. SKPDLB;

. SKPDN.

O

Eermohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan
éecara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKPBKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila
@/ajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
Karena keadaan diluar kekuasaannya.

ﬁ/alik’ota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
ganggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditedma sudah memberikan keputusan.

Kepatusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.

Apabila setelah lewat waktu dua belas bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan
dianggap dikabulkan.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 24

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian
Senigketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterima keputusan
keberatan.
P
k

engajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
ewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

1aquids uemnqdﬁjaw uep uex@niuesusuPrdue) @& snny e/{J&qumas nee uélﬁeqas dinnbusw buexERq '|

Pasal 25

Apabila=® pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau
permohBnan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau
seluruhfiya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan.
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BAB XIl1
- PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

%Vajlb Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak kepada Walikota atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan
Sekufang-kurangnya :

a. Nama dan alamat Wajib Pajak;

b. Masa Pajak;

§. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. Alasan yang jelas.

i/alikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak
§iterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
(jiimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

gpal;ila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Walikota
‘ataurPejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
waktu paling lama satu bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat memberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pajak.

Pasal 27

0 bila¥kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya

-sebagaigrana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan
“cara memindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti
pembayaran.
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BAB XI11
KEDALUWARSA

T Pasal 28

Hak~untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali Wajib Pajak
melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;

4

O
b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak
£ langsung.

Léalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada
é‘yat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian
Surat Paksa tersebut.

Eengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
éuruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan Utang Secara Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 29

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana pada ayat (1).

Tatad cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Pergturan Walikota.

BAB XIV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

Wagtb pajak yang melakukan wusaha dengan omzet paling sedikit
Rp.=300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan
pemabukuan atau pencatatan.

Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan
atablr pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
WaliKota.
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Pasal 31

(1) Walikota atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguiji

:1aquins uepna®Buaw uep uexginjuesusw eduey 1ul sniESaey ynindds neje ueibegas dipnbuswBiese)q -

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Wajib Pajak yang diperiksa, wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek pajak
yahg terutang;

. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

. memberikan keterangan yang diperlukan.

unebunpunigedig ye

Palafn rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah,
maka pemerintah daerah dapat memberlakukan ECR (Electronic Cash Register)
gaitu'—mesin pencatat transaksi di restoran.

Q

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan ECR diatur dengan
Peraturan Walikota.

- BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 32

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Weiwenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah dan retribusi;

c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;
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f. niéminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pepajakan daerah
dan retribusi;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan;

. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dic bidang perpajakan daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

pe)iQ exdi) et

10pA

epun

E.P&enyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum,
§esuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

o BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda
palifg banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.

Wayib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan
negara.
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Pasal 34
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak dapat dituntut setelah

smelampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau
<berakhiraya masa pajak.

23 _ 3

23y Pasal 35

0 C @)

3 i}%@t@) ofang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel/rumah kos yang tidak
imjgl%ukan atau menolak dilakukan pendaftaran sebagai wajib pajak dapat dipidana

= -dengan -pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
é' Rp. §0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2 %2 s Pasal 36
g o ;jd% pajak yang tidak melakukan pembukuan atau pencatatan sebagaimana
gm@@ksud dalam Pasal 30 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3
B g(tba?j bufan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

E % 7 Pasal 37

Wajib pajak yang menolak untuk diperiksa atau melanggar ketentuan Pasal 31 ayat
gg dan/atau tidak membantu kegiatan pemeriksaan terhadapnya dapat dipidana
?déngan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
Tﬁ?@.SO.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah).

BAB XVIlI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

da saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan yang telah
tapkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
yatakan masih tetap berlaku.

aXuaw uep ueywnmu
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BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

‘uelode) UQUEfﬂéiJa% ‘yelwl eAiey uesn

Pasal 39

(1) Pada,saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2001 tentang Pajak Hotel, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Halshal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.
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Pasal 40
Peratu® Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

o /ggar seiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

i denggan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Desember 2011

Plt. WALIKOTA BEKASI
WAKIL WALIKOTA,

Ttd/Cap
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o

etapkan di Bekasi

da tariggal 16 Desember 2011
A

19

o,

. SE $ ETARIS DAERAH KOTA BEKASI
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3 ASISTEN PEMERINTAHAN,

5§

E- =

3 Q Ttd/Cap

> o

g RAYENDRA SUKARMADJI

%MB N DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 14 SERI B

‘uedode) ueunsn/(i.@d ‘yerw)l eAuey uesnnuad ‘u%m
:Jaquuns uex

uenj YIM)| ejirewioju] uep siusig :;mésm



Lampiran 9 Foto Bersama Narasumber
86

atika Kwik Kian Gie

eluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun




